SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

FPEREATURAN BUPATI PRINGSEWLU
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA
BUPATI PRINGSEWU.,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata kerja Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurui a, perlt  monctapkan
Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Pekon;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Peyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republit lndunesia Tehun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 3851);

— 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang

: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lemharan Negara Republix
Indonesia Nomor 4421];

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Leémbaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lemhbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemnbentulkan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nompr 7, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 5195);




Menetapkan

10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor H5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Decsa {Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahur 2015 (Lembaran Nogara
Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran HNegara Republik [ndonesia
Nomor 5717),;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Noner 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembeniukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6}

Peraturan Daerah EKabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Ovganisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringscwu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa
kali divbah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tabun 2013
{Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 12);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Pekon {Lembarsn Daerah Kabupaten FPringsewu
Tahun 20173 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATIIRAN BUFATI TENTANG SUSUNAN ORGANISAS]
DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini, yang dimaksud dengam

1.
2.

10.

Draerah adalah Kabupaten Pringsewu.

FPemerintah Daerah adalah Bupati beseria peraiigkat
daerah sebogai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Rupati Pringsewu.

Kccamatan adaloh wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah Kabupaten Pringsewu.

Camat adalah  pemimpn dan  koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di  wilayah kerja
kecamatan vang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenungaun pemerintahan
dari Bupati untuk mernangani sebagian unisan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintaharn.

Pekon merupakan sebutan lain dari Desa di
Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakal
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwsnang mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat, berdasarken asal-usul dan
adat istindat setempat yang diakui  dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik [ndoncsia.

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pcmerintahan dan kopentingan masyarakat pekon
gsetempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan

Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Felkon,

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Panerintah Pcken dan Dadan
Hippun Pemekonan dalam mengatur serra mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimilila
Pekaon meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan
pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan
Pekon dan pemberdayaan masyarakat I'ckon

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat 1stiadat Pekon.




11.

12,

13.

14.

15.

16.

L'7.

18.

19

20.

Musyawarah Pekon atau yang discbut dengan nama
lain adalah musyawaralhh antara Badan Ihppun
Pemekonan, Pemerintah Pelon dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang
bersitat strategis.

Kesepakatan Musyawarah Pekon adalah suatu  hasil
keputusan dari Musyawarah Pelkon dalam bentuk
kesepakstan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Pekon yang
ditandatangani oleh Ketua Badan Hippun Pemekonar
dan Kepela Pckon,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon atat
yang disebut dengan narna lain adalah musyawarah
antara Badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon
dan unsur masyarakat yang disclenggarakan cleh
Pemernintahi Pekon  untuk menctapkan proritas,
program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan
Pekon vang didanai oleh anggaran pendapatan dan
belanja Pekon, swadaya masyarakat Peken dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja dacrah kabupaten.
Badan Hippun Prmekonan yang sclanjutnya disebut
BHP merupakan sehutan lain dari Badan
Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
merupakan perwaljudan demokrasi dalatn
penyelenggaraan pemerintahan pekon scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan pekon.

Dusun adalah unsur kewilayahan dalam Pekon yvang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
pemerintahan pekon.

Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten
PringsewL;

Peraturan Pekon adalah peraturon perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pemekonan,

Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kchidupan untuk sebesar-
bezarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
Perencanaan pembangunan Pekon adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Pekon dengan melibatkan Badan Hippun
Pemekonan dan unsw masyarakat secara partisipatf
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
Pekon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
Pekon,

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengeloluan pembangunan di Pokon dan kawasen
per-Pekonan yang dikonrdinasikan oleh Kepala Pekon
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan
dan kegotongroyongar guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilun sosial.



21.

22.

23.

249,

(1)

{2

(3)

(1)

(2)

Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya
mengembangkan keioandirian  dan kesejahtcraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatican sumber daya melalui
penetapan  kebijaken, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang
selanjutnya disingkat APBP, adalah suatu rencana
keuangan tahunan pekon yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah pckon dan BHFP
vang ditetapkan dengan peraturan pemekonan.

Peraturan Pomekonan adalah poraturean
perundang-undangan  yang  disepakati BHP
bersama Kepala Pekon.

Struldur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah
Pekon adalah satu sistemn dalam kelembagaan guna
pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAEB 11
ORGANISASI PEMERINTAH PEKON

Bagialn Kesatu
Strulctur Organisasi

Pasgal 2

Qrganisasi Pemerintah Pekon terdiri dari:
a. Kepala Pekon.
b. Perangleat Pekon.

Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurf b, terdiri atas:

a. Sekrerariat Fekon;

b. Pelaksana lkewilayahan; dan

c. Pelaksana tekmnis.

Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Pekon.

Pasal 3

Sekretariat pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sckrotaris
Pelon dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

Sekrctariat Pekon scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling hanyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu
urussn tata 1saha dan umum, urusan keuangan dan
urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dus)
urusan yaitu urusan weumn dan porencanaan, dan
urusan keuangarn.



{3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dipimpin cleh Kepala wuasan.

Pasal 4

(1} Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 2 ayat {2) huruf b merupakan unsur pembantu
Kepala Pekon sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumilah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proposionai
antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan
dengan kemampuan keuangan pckon  scrta
memperhatikean hias wilayah kerja, karakteristik,
geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana
prasarana penunjang tigas.

{3 Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} meliput, penyelenggaraan Pemerintahan pekon,
pelaksanaan  pembangunan pekon,  pembinaan
kcmaayarakaton pekon dan pemberdayaan
masyvarakat pekon.

(4} Pelaksana kewilsyahan dilaksanakan oleh Kepala
Dusun.

Pasal O

(1) Pelaksana teknis sebagaitmana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf ¢ merupakan unsur pembantu Kepala
Pelton sebagai pelaksana tugas operasiumal.

{(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi
pemerintahan, seksi kesejahteraan dan  seksi
pelayanan, paling sedikit 2 (dua} seksi yaitu selsi
pemerintahan, serta seksi  kescjahteraan dan
pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Hak, Kewajiban dan
Larangan

Pasal 6

(1) Kepala FPekon berkedudukan scbagai Kcpala
Pemerintah Pekon yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Pekon.

{2) Kepala Pekon bertugeas menyvelenggarakan
Pemeriniaghan Pekon, melaksanakan pembangunan,
pembinaan kemasvarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.




{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Kepala Pekon memiliki fungsi-fungsi

sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, sepert
tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di
Pekon, pembinaan  masalah  pertanahan,
pembinaan  Ketenlraiman dan kctertiban,
melakukan wupaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti
pembangunan sarana prasarana  pokon, dan
pembangunan bidang pendidikan, kegshatan;

c. pembinaan kemagyarakatan, seperti pelak=anaan
hak dan kewajiban masyarakat, pattisipasi
masyarekat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan Ketenagakerjaati;

d. pemberdayaan  masyarakal, scporti tugas
sogialisasi dan molivasi masyaralkat di bidang
budava, ckonomi, politikk, Lngkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
karang taruna;

e. menjaga hubungan kemitraan dengan leinbaga
masyarakar dan lembaga lainnya.

Pasal 7

Dalam meclaksanakan tugns sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 avat (2), Kepala Pelcon berwenang:

A

b.

C.

memimpin penvelenggaragn Pemerintahan Pekon;
mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon;
memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan
Aset Pekon;

menetapkan Peraturan di Pekon;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pckon; membina kehidupan masyarakat Pekon;
membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Pekon;

membina dan meningkatkan perckonomian Pekon
serta mengintegrasikannya agar mencapai
perckonomian skala produktif wuntuk sebesar-
heramya kemakrmuran masyarakat Pekon;
mengembangkan sumber pendapatan  Pekon,;
mengusulkan dsn menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat I'ckon;

mengembanglkan kehidupan sogial budaya
masyarakat Pekon;

memanfaatkan teknologt tepat guna;




mengoordinasikan Pembangunan Pekon  secara
partisipatif;

mewakili Pekorn di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hulum untuik mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan pernimdang-undangan;
dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketennian peraluran perundang-undangan,

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diinaksud dalam
Pasal & ayat (2}, Kepala Pekon berhak:

‘ai

b.

.

mengusulkan strultur organisasi dan  f{ata kerja
Pemerintah Pekon;

mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan di
Pekon;

menerima penghasilan tetap setiop bulan, tunjangan,
dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat
jaminan kesehatan;

mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan
yang dilsksanakan; dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewaijiban lainnya kepada Perangkat Pekon.

Pasal @

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 avat (2), Kepala Pekon herkewajiban:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertabankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Hka;

meningkatkan kesejahteraan masyarakal Pekon;
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Pekon,;

mensati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan;

melakssmakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender,

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Pekon yang
alnuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisier,
bersih, =erta bebas dari lolusi, korupsi, dan
nepobsme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Pekon;

menyelenggarakan administrasi Pemerintahian Pckon
yang bails;

mengelola keuangan dan aset Pekon;




Rl

B

melaksanakan unusan pemerintahan yang menjadi
kewenanguan Pekon,

menyclesaikan perselisthan masyaralat di Pclion;
mengembangkan perckonomian masyarakat Pekon,
membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Pekon;

memberdayakan masyatakat dan lembaga
kemasyarakatan di Pekon;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan linghungan hidup; dan

mcmbetikan informasi kepada masyarakat Pekon.

Pasal 10

Dalam melakssnakan tugas, kewenangan, hak dan
kewajiban eebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 9 Kepala Pekon wajib:

ai

menyampaikan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Pekon setiap akhir tahun anggaran

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (dga)

bulan setelah berakhirnya tabhun anggaran, paling

sedikit memuat:

1. pertanggungjawaban penyelenggaraan
Pemerintahan Pekon;

2. pertanggungiawaban pelaksanaan
pembangunan;

3. pclaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

4, pelaksanaan pemberdayaan masyaralkat.

e yapaikeu laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan kepada

Bupaii melahi Camat disampaikan dslam jangks

waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa

jabatan, paling sedikit memuat:

1. ringkasan laporan talmn-tahun sebchamnys;

2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa
masa jabatan;

3. hasuf yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

4. hal yang dianggap perlu perbaikan.

memberikan  laporan  keterangan  penyclenggaraan
pemerintahan Pekon setiap akhir talnm anggaran
secara tertulis kepada BHP paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, paling
sedikit memuat peluksanasan Peraluraun Pemckonasn,
dan

mecmberikan dan/fataun menyebarkan  informasi
penvelenggaraan pemerintahan Pekon secara tertulis
kepada masyarakar Pekon setiap akhir tahun
anggaran, melalui media informasi yang mudah
diakses oleh masyarukal.




{1)

2

Pasal 11

Kepala Pelkon yang tidak melaksanakan kewajiban
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan
dan / atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,
dilakulean tindalkan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 12

Kepala Pekon dilarang:

a.
b.

= R

—
"

{1)

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau
golongan terteniu;

meayalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau
kewajihannya;

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga
dan/fatau golongan masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan  sckelompok
masgyarakat Pekon;

melakukan kolusi, kerupsi, den ncpotisime, mencrimna
uang, barang dan/atan jasa dari pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politk;

menjadi anggota dan/atau penglrus corganisasi
lerlarang,;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota
RHP, angpota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwaldlan Daerah Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Provins:
atau Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan perundangan-undangan,;

ikut serta danfatau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar swmpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 30 (tiga putuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungiawabkan.

Pasal 1.3

Kepala Pekon yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertudis.




(2)

(1}
(2)
()

(1)
(2)

3

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayai (1) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 14

Sekretaris Pekon berkedudukan sebagai unsur

pimpinan Sekretariat Pekon.

Sekretaris Pekon bertugas meinbaniu Kepala Pockon

dalam bidang administrasi pemenntahan.

1Intuk melaksanakan tugas scbagaimana vyang

dimaksud pada ayat {2}, Sekretaris Pekon mempunyai

fungsi:

a. melaksanakan wrusan ketatausahaan seperti lata
naskah, administrasi surat menyurai, arsip, dan
ekspedisi.

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan
administrasi  perangkat pekon, penyediaan
prasarana  perangkat pekon dan  kantor,
penylapan — rapat, pengadministrasien  aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelavanan
umum.

¢. melaksanakan  urusan  keuangan  seperti
pengurusan administrasi keuangmi, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan dan admnistrasi
penghasilan Xepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP,
dan lembaga pemerintahan pekon lainnya.

d. melaksenuakan urusan — perencansan  seperti
menyusun rencans smggaran pendapatan dan
belanja desa, menginvertarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 15

Kepala urusan berkeduduksn scbagai unsur staf

selkoretariat.

Kepala urusan hertugas membantu Sekyetaris Pekon

dalam wurusan pelayanan administrasi pendukung

pelaksanaan tugas-tugas pemerintshan.

Untuk melaksanakan  tugas kKepala  urusan

mempunyai fungsi:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki
fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyural, arsip, dan ckspedisi, dan
penainan administrasi perangkat pekon,
penyediaan prasarana perangkat pekon dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisagi, penalanan dinas dan pelayanan
unnam,




(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusae kcuangan scperti
pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi kenangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, BHP,
dan lembaga pcmerintahan pekon lainnys;

c. Kcpala wurusan perencanaan memiliki  fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana  anggaran pendapatan dan
belanja pekon, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakulean monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 16

Kcpala urusan seksi berkedudukan sehaghai 1nsur

pelaksana teknis.

Kepala urusan seksi bertugas membantu Kepala

Pekon scbagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai

fungsi:

8., Koepala scksi pemcrintahan mempunyai fungs
melaksanakan manajemen tata praja
Pemerintaban, menyusun rancangan regulasi
Pekon, pembinazn  masalah  pertanahan,
pembinaan kelentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan  pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profll
Pekon,;

b. Kepala seksi kescjahteraan mempunyai fungsi
melaksanalkan pembsngunan sAarana prasarand
Pekon, pembangunan bidang  pendidikan,
kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi
masgyarakat di bidang budaya, ckonumi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga dan karang taruna;

c. Kepala seksi ypelayanan memiliki fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakal,
meningkatkan upaya pattisipasi masyarakat,
pelestarian  nilai sosial budava masyarakat,
keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 17

Kepala Dusun berkedudukan sebagsi unsur satuan
tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala
Pekon dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayul (2) Kepala Dusun memilila fungei:




a. pembinaan  kelentraman dan kctertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
mobilitas kependudukan, dan penataan dan

pengelolaan wilayah,;
b. mengawasi pelaksanaan  pembangunan  di
wilayahnya,;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran
masyarakat dalam menjaga ingkungannya;

d. melakukan upaya-upaya pemberdayoaan
magyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunar.

Pagal 18

Perangkat Pekon dilarang:

A
b.

= &

.H

merugikan kepentingan 1xmum;

membuat keputusan yang menguntungkan din
sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau
golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminati{ terhadap warga
dan/atau golongan masyarakat terteniu;

melakukan tindakan meresahkan  sekelompok
masyaralkat Pekon;

melalktukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima
nang, barang dan/aiau jasa dar pihak lain yang
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politk;

menjadi anggota danfslau  pengunas organisasl
terlarang;

merangkap jabatan sehagai ketua dan/atau anggota
BHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
indonesia, Dewan Perwakilan Rakyut Dacrah Provinsi
atau Dewan Perwaldlan Rakyat Diaerah
Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan perundangan-undangan;

jkut serta danfatau terlibat dalam kampanye
pemilihan umwn dan/atau pemilihan kepala dacrah;
melanggar sumpah fjanji jabatan; dan

meninggalkan tugas sclama 60 (enam puluh} hari
kerja herturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 19

(1) Perangkat Pekon  yang melanggar  larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenalkan
sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis.

() Dalam hal sanksi administratif scbagaimana
dimaksud pada ayat ({1} tidak dilakeanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB II1
JENIE PEKON

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Pemcrintah Pckon disesuaikan
dengan tingkat perkemhangan Pekon yaitu Pekon
Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

(2) Pekon Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan
dan 3 {tga) seksi.

{31 Pekon Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3
{tiga) seksi.

(4) Pekon Swadaya memiliki 2 {dua) wrusan dan 2 {dua}
seksl.

Pasal 21

Klasifikasi jenis Pekon dalam wilayah Kabupaten
Fringsewu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam  melaksanakan tugasnya, Kepala Pekon
bertanggungjawab memimpin - dan mengpordirasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk  bagi pelaksanaan  tugas
bawahan,

BAEB WV
PEMBINAAN NAN PENGAWASAN

Pasal 23

Mcnteri, Gubernur, Bupati dan Camat wajib melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan
Pekon dalam melaksanakan mgas dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAEB VI
KETENTUAN PENLITIIP

Pasal 24

' i i Pekon
Bagan struktur  Organisas Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati
Peraturan Bupat? ini.

Paral 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m:s:rpeﬁntahkan
pengundangan  Peraturan Bupati im dengan

4 penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringscwu.

Ditelapkan di Pringsew
pada tanggal 22 Teni 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJALI

o

Diundangkan di Pringsewu
pada tanpggal 22 Jupd 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 NOMOR 5

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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